
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) - PENJABARAN PERUBAHAN 
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PERBUP KAB. SAMBAS NO. 56, BD 2025/NO. 56, 6 HLM. 

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 56 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

TAHUN ANGGARAN 2025 

Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat 

Nomor 1187/BKAD/2025 tentang Perubahan Lampiran Keputusan 

Gubernur Nomor 672/BKAD/2025 tentang Pemberian Bantuan 

Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada 

Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025, perlu 

menetapkan penyesuaian anggaran. Bahwa berdasarkan perubahan 

alokasi bantuan keuangan khusus provinsi tersebut, perlu melakukan 

perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 51 Tahun 

2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2025. 

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan 

Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi 

Kebijakan Fiskal Nasional; 

15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja 

APBN dan APBD TA 2025; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2025 

tentang Perubahan APBD TA 2025; 

19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 51 Tahun 2025 tentang 

Penjabaran Perubahan APBD TA 2025 sebagaimana telah diubah 

dengan Perbup No. 55 Tahun 2025. 

 

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 (Pendapatan Daerah) 

bertambah sebesar Rp3.465.000.000,00 yang bersumber dari 

Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Kalbar, sehingga total 

Pendapatan Daerah berubah dari Rp2.124.205.770.802,00 menjadi 

Rp2.127.670.770.802,00. 

2. Mengubah ketentuan Belanja Daerah: Belanja Operasi bertambah 

Rp3.572.400.000,00 sehingga menjadi Rp1.535.577.285.024,00; 

Belanja Modal disesuaikan berkurang Rp107.400.000,00 sehingga 

menjadi Rp363.976.413.899,00; sedangkan Belanja Tidak Terduga 

(Rp325 juta) dan Belanja Transfer (Rp310,42 miliar) tetap. 

3. Total Belanja Daerah setelah perubahan kedua tetap berimbang 

pada angka Rp2.210.304.632.279,00 dan Pembiayaan Netto tetap 

Rp82.633.861.477,00 sehingga SiLPA tetap Rp0,00. 

4. Penyesuaian alokasi program bantuan provinsi pada 6 OPD teknis: 

Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman 

dan LH, Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah, Bapperida, dan 

Kantor Camat Tangaran. 

5. Pembaruan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IVa (daftar 

bantuan sosial berupa uang). 

Catatan : - Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 

Nopember 2025. 

- Mengubah Peraturan Bupati Sambas Nomor 51 Tahun 2025 tentang 



Penjabaran Perubahan APBD TA 2025 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2025. 

 


